
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR     12  TAHUN  2012 

TENTANG 
 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa   dalam   rangka   penyelenggaraan   Otonomi 
Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka 
Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah 
harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen 
yang dilaksanakan oleh aparatur penegakan hukum 
yang profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat; 

  b. bahwa   untuk   menegakkan   Peraturan   Daerah 
sebagaimana dimaksud  tersebut  di  atas,  keberadaan 
dan   peranan   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipil   
sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran 
Peraturan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil; 

 

Mengingat 

 

: 

 

1. 

 

Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

    



 

3. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 4168); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana         (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  
Satuan  Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 



  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

  14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan 
Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

  15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan 
dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil; 

  16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang  Tata 
Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan 
Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, 
Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

  17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Latihan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 
WALIKOTA TANJUNGPINANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI 
NEGERI SIPIL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Tanjungpinang. 



5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP 
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, sebagai 
lembaga yang diberi wewenang sebagai penegak Peraturan Daerah, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala 
Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Tanjungpinang. 

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. 

9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus 
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 
1981 untuk mencari serta mengumpulkan  bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 

13. Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Calon PPNS, 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat 
menjadi PPNS. 

14. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi 
penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS Daerah 
secara terpadu dan atau sistem peradilan di tempat.  

15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma 
yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS 
Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur 
penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 
Peraturan Daerah PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung 
tinggi Hak Asasi Manusia. 

16. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah 
yang mengandung sanksi pidana. 

17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Diklat 
PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas 
Calon PPNS dan PPNS Daerah dibidang penyidikan. 

18. Tim pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-
tugas PPNS Daerah Kota Tanjungpinang. 

 
 



BAB II 
 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 
 

Pasal 2 

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP. 

   

Pasal 3 

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran 
Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPNS berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan  
Penyidik Polri. 

   

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
PPNS mempunyai wewenang: 

 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai 
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 

 b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat 
kejadian; 

 c. menyuruh berhenti  seseorang  dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka; 

 d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

 e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

 f. memanggil orang untuk  didengar  dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

 g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

 h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat 
petunjuk  bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya; dan 

 i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau 
penahanan. 

   

Pasal 5 

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 



BAB III 
 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Pasal 6 
(1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian, 
dapat diberikan uang insentif. 

(2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan 
kemampuan keuangan daerah. 

   

Pasal 7 
PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban: 

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan 
mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah; 

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya; 

c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: 

 1. pemeriksaan tersangka; 

 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 

 3. penyitaan barang; 

 4. pemeriksaan saksi; dan 

 5. pemeriksaan tempat kejadian. 

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala 
Satpol PP. 

 

BAB IV 
 

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN 
 

Bagian Kesatu 
 

Pengangkatan 
 

Pasal 8 
Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan 
HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

   

Pasal 9 
(1) Persyaratan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 adalah sebagai berikut: 



 a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) 
tahun; 

 b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; 

 c. berpendidikan  paling  rendah  sarjana  hukum  atau  sarjana  
lain  yang setara; 

 d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; 

 e. sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan  surat  
keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; 

 f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar 
Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan  Pegawai Negeri  Sipil  paling  
sedikit  benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

 g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang 
penyidikan. 

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
calon PPNS  harus  mendapat  pertimbangan  dari  Kepala Kepolisian  
Negara  Republik  Indonesia  dan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia. 

   

Bagian Kedua 
Mutasi 

Pasal 10 
(1) Mutasi PPNS antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 

Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Mutasi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilaporkan pada 
Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemerintahan 
Umum dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM. 

   

Pasal 11 
PPNS yang sedang melaksanakan penyidikan tidak dapat dimutasikan 
sampai penanganan penyidikan selesai. 

   

Bagian Ketiga 
Pemberhentian 

Pasal 12 
PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: 

a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; 

b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan 
hukum;atau 

c. atas permintaan sendiri secara tertulis. 

   

Pasal 13 
(1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

diusulkan oleh Walikota  kepada Menteri Hukum dan HAM melalui 
Menteri Dalam Negeri,  dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan. 



(2) Usulan pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan 
dan bukti pendukungnya. 

 
 

BAB V 
 

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI 
 

Pasal 14 
(1) Calon  PPNS  sebelum menjalankan tugasnya wajib dilantik  dan 

mengucapkan  sumpah  atau janji. 

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB VI 

 

KODE ETIK PPNS 
 

Pasal 15 
(1) PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, wajib 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik. 

(2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat 
daripada kepentingan pribadi atau golongan; 

 b. menjunjung tinggi HAM; 

 c. mendahulukan kewajiban daripada hak; 

 d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum; 

 e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 

 f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah 
salah; 

 g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi; 

 h. tidak mempublikasikan tata cara taktik dan teknik penyidikan; 

 i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam 
penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; 

 j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di 
masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM; 

 k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut 
perintah kedinasan harus dirahasiakan; 

 l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait 
dalam sistem peradilan pidana; dan 

  

 

 

 

 

 

 

 



m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang 
perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada 
semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang 
dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian. 

   

Pasal 16 
(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan 

Kode Etik yang bersifat ad hoc. 

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 
3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas: 

 a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 

 b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 

 c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota. 

(3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, 
unsur Dinas PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat, dan Unsur 
Bagian Hukum dan HAM. 

(4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 
BAB VII 

 

KARTU TANDA PENGENAL 
 

Pasal 17 
(1) Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh 

Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Kartu  tanda  pengenal PPNS merupakan  keabsahan  wewenang 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

(3) Bentuk, ukuran, warna dan format Kartu Tanda Pengenal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

   

Pasal 18 
(1) Kartu Tanda Pengenal  sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 berlaku 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal hilang, dapat diusulkan 

penggantian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) Perpanjangan dan penggantian Kartu Tanda Pengenal diajukan 

kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri 

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 
 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN OPERASI PENEGAKAN PERATURAN 
DAERAH 

 

Bagian Kesatu 
 

Pelaksanaan Penyidikan 
 

Pasal 19 
(1) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidik harus : 

 a. sudah dilantik sebagai PPNS; 

 b. dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS; dan 

 c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan. 

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c ditandatangani oleh Kepala Satpol PP. 

(3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan 
bidangnya, PPNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib 
berkoordinasi dengan Satpol PP. 

(4) PPNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus 
melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada 
Walikota melalui Satpol PP. 

   

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah 

Pasal 20 
(1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan 

dengan bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi. 

(2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan   secara   terpadu   dengan   melibatkan   instansi   
terkait. 

(3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan 
Penerimaan Daerah. 

   

Pasal 21 
Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari: 

a. persiapan; 

 

 



b. pelaksanaan kegiatan operasi; 

c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian). 

   

Pasal 22 
(1) Pelaksanaan  operasional  penegakan  Peraturan  Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikoordinasikan oleh 
Satpol PP. 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan operasional  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB IX 

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 23 
(1) Pembinaan dan  pengawasan  pelaksanaan operasional PPNS 

dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS. 

(2) Tim  Pembina  PPNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diketuai  
oleh  Kepala  Satpol PP. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 
BAB X 

 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 24 
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PPNS dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

   

BAB XI 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 25 
(1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini  berlaku  

tetap  menjalankan  tugas sampai masa tugasnya selesai. 

(2) Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sedang  dalam  proses pengangkatan  
menjadi  PPNS,  tetapi  belum selesai  proses  pengangkatan  tersebut  
diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

   

 
 
 



BAB XI 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

   

Pasal 26 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Tanjungpinang.    

 Ditetapkan  di Tanjungpinang 
 pada tanggal   

  WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

                                                           SURYATATI A. MANAN 

 

Diundangkan di Tanjungpinang. 
pada tanggal 

  SEKRETARIS DAERAH 
    KOTA TANJUNGPINANG, 
 

       TENGKU DAHLAN 
  
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR  

 
 
 

 
 
 
 
 

 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR     TAHUN  2012 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk 
memberdayakan daerah dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan 
masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, 
maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif 
merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk 
meningkatkan mutu kehidupannya. 

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota untuk menciptakan suatu 
kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan 
roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping 
menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan 
Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Walikota. 

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol 
PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, 
dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan  
kriteria kepadatan jumlah penduduk Daerah, tetapi juga beban tugas dan 
tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan 
Polisi Pamong Praja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 
dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor  
32  Tahun   2004  tentang  Pemerintahan  Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.  

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan 
organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP 
ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2010, maka disusunlah Perda ini. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
   Cukup jelas. 



Pasal  2 
            Cukup jelas 
Pasal  3 
            Cukup jelas 
Pasal 4 

Pasal 10 
 Ayat (1) 
  Organisasi Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota 

provinsi kepulauan riau merupakan organisasi Satpol PP Tipe A 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
           Ayat (3) 
                      Cukup jelas 

Pasal 3 
 Ayat (1) 
            Cukup jelas. 
 Ayat (2)  

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. 
Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan 
bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala 
Satpol PP berada langsung di bawah Walikota.  

Pasal 4 
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat.  

Pasal 5 
 Huruf a 
 Cukup jelas. 
 Huruf b 
 Cukup jelas. 
 Huruf c 
 Cukup jelas. 
 Huruf d 

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 
dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini 
berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan 
bangsa, politik, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat 
(Badan Kesbangpol Linpenmas) menjadi fungsi Satpol PP. 

 Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”aparatur lainnya” adalah aparat 
pengawas fungsional. 

 Huruf f 
  Cukup jelas. 
 Huruf g 

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota adalah 
antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan 
Produk Hukum Daerah, membantu pengamanan dan pengawalan 
VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan 



tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang 
belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya 
yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
 Huruf a 

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan 
oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau 
memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota dengan 
cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak sampai proses peradilan. 
 

 Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan 
hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui 
peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Huruf c 
Cukup jelas. 

 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan 
Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam 
rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan 
pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Walikota, antara lain 
mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, 
serta meminta keterangan. 

 Huruf e 
Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan 
berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat 
peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan 
Walikota. 

Pasal 7 
 Ayat (1) 
  Yang dimaksud dengan ”fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan 

perlengkapan operasional lainnya.  
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

Pasal 8 
 Huruf a 
  Yang dimaksud dengan ”norma sosial lainnya” adalah adat atau 

kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara 
moral kepada masyarakat setempat. 

 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 Huruf c 
  Yang dimaksud dengan ”membantu menyelesaikan perselisihan” 

adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga 
masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman 
dan ketertiban umum.  

  
 



 Huruf d 
  Yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah tindak pidana di 

luar yang diatur dalam Perda. 
 Huruf e 
  Cukup jelas. 

Pasal 9 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

Pasal 10 
           Ayat (1) 
                       Cukup jelas 
          Ayat (2) 
                     Cukup jelas 

Pasal 11 
  Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
Pasal 12 
             Ayat (1) 
                       Cukup jelas 
             Ayat (2) 
                       Cukup jelas 
Pasal 13 
             Ayat (1) 
                       Cukup jelas 
                       Hurub a 
                                   Cukup jelas 
                       Hurub b 
                                    Cukup jelas 
                       Hurub c 
                                    Cukup jelas 
           Ayat (2) 
                       Cukup jelas 
Pasal 14 
           Ayat (1) 
                      Cukup jelas 
           Ayat  (2) 
                      Cukup jelas 
           Ayat (3) 
                      Cukup jelas 
Pasal 15 
           Ayat (1) 
                     Cukup jelas 
           Hurub a 
                     Cukup jelas 
           Hurub b 
                      Cukup jelas 
           Hurub c 
                      Cukup jelas 
            



 Hurub d 
                      Cukup jelas 
           Ayat (2)  
                      Cukup jelas 
Pasal 16 
           Ayat (1) 
                      Cukup jelas 
           Ayat (2) 
           Hurub a 
                      Cukup jelas 
           Hurub b 
                      Cukup jelas 
 
Pasal 17 
            Ayat (1) 
                       Cukup jelas 
            Ayat (2) 
            Hurub a 
                       Cukup jelas 
            Hurub b 
                       Cukup jelas 
Pasal 18 
             Ayat (1)  
                       Cukup jelas 
           Ayat (2) 
           Hurub a 
                       Cukup jelas 
           Hurub b 
                       Cukup jelas 
Pasal 19 
           Ayat (1) 
                      Cukup jelas 
           Ayat (2) 
           Hurub a 
                       Cukup jelas 
           Hurub b 
                       Cukup jelas 
Pasal 20 
           Cukup jelas 
Pasal 21 
           Cukup jelas 
Pasal 22 
           Cukup jelas 
Pasal 23 
           Ayat (1) 
                     Cukup jelas 
           Ayat (2) 
                     Cukup jelas                      
 Ayat (3) 
  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol PP pada tingkat 
kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP, untuk efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat, serta penegakan Perda dan Peraturan Walikota, 



Kepala Satpol PP di kecamatan secara ex-officio dijabat oleh Kepala 
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

Pasal 24 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

Pasal 13 
 Cukup jelas. 

Pasal 14 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 
 Cukup jelas. 

Pasal 16 

           Cukup jelas 

Pasal 17 
 Cukup jelas. 

Pasal 18 
 Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan. 

Pasal 19 
 Cukup 

Pasal 20 
 Cukup jelas. 

Pasal 21 
 Cukup jelas.  

Pasal 22 
 Cukup jelas 
 
  Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian 

jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan pegawai yang 
telah berkarir di unit kerja Satpol PP yang memenuhi syarat 
kepangkatan.  

 

Pasal 23 
 Cukup jelas. 

Pasal 24 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Ayat (1) 



 Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 
yang meliputi dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam 
Provinsi Kepulauan Riau, penanganannya dikoordinasikan oleh 
Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 
 Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi 

Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan 
pengetahuan, dan pengalaman di bidang Pamong Praja. 

Pasal 27 
 Cukup jelas. 

Pasal 28 
 Cukup jelas. 

Pasal 29 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 

Pasal 30 
 Cukup jelas. 

Pasal 31 
 Cukup jelas. 

Pasal 32 
 Cukup jelas. 
Pasal 33 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 34 
           Cukup Jelas 

Pasal 35 
 Cukup jelas. 

Pasal 36 
 Cukup jelas. 

Pasal 37 
 Cukup jelas 

Pasal 38 
 Cukup jelas. 

Pasal 39 
 Cukup jelas. 

Pasal 40 
 Cukup jelas 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


